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ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan lubang bekas tambang batubara yang tidak
direklamasi dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, sosial, dan kemanusiaan,
seperti pencemaran air, degradasi tanah, hilangnya vegetasi, hingga ancaman keselamatan
jiwa terutama bagi anak-anak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan negara, Kata kunci:

kurangnya tanggung jawab perusahaan, serta pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian Lubang bekas tambang, reklamasi,
nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua yang menekankan penghormatan terhadap
kehidupan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka melalui analisis literatur berupa jurnal
akademis, buku, penelitian terdahulu, dan sumber berita yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa reklamasi pascatambang bukan hanya kewajiban administratif,
melainkan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang harus dijalankan secara kolaboratif
oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, karena reklamasi yang baik dapat mencegah
jatuhnya korban jiwa, memulihkan ekosistem, serta mewujudkan keadilan sosial yang sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan manusiawi.

hak asasi manusia
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This study examines the issue of abandoned coal mining pits that have not been reclaimed, Accepted: 15 December 2025
which cause severe environmental, social, and humanitarian impacts such as water pollution,

land degradation, loss of vegetation, and serious safety risks, particularly for children. This

condition reflects weak government oversight, lack of corporate responsibility, human rights

violations, and neglect of Pancasila values, especially the first and second principles that Keywords:

emphasize respect for life and just and civilized humanity. The research method used is Abandoned mining pits,
descriptive qualitative with a literature study approach through the analysis of relevant
sources, including academic journals, books, previous studies, and news articles. The findings
indicate that post-mining land reclamation is not merely an administrative obligation but also
a moral, social, and legal responsibility that must be carried out collaboratively by the
government, companies, and communities. Proper reclamation can prevent loss of life, restore
ecosystems, and promote social justice in accordance with Pancasila values to achieve
sustainable and humane development.

reclamation, human rights

Pendahuluan

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Satriawan, 2021). Aktivitas pertambangan seringkali
menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari
aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah
konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah
(Fauzi & Nulhagim, 2024).

Selain itu, masyarakat di sekitar pertambangan juga merasakan dampak negatif dari aktivitas
pertambangan tersebut, yaitu kegiatan ekonomi mereka menjadi terpinggirkan dan menurunnya
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kualitas lingkungan. Ada juga pihak yang merupakan dari kelompok yang mempunyai kepedulian
terhadap lingkungan yang melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang yang bisa menyebabkan
lingkungan menjadi rusak. Aksi pro dan kontra terhadap aktivitas tambang seringkali memunculkan
suatu masalah konflik. Salah satu bentuk dampak negatif dari pertambangan adalah lubang tambang
yang dihasilkan. Pertambangan open pit sering menyisakan bekas lubang tambang atau sering di
kenal dengan void yang bisa berdampak pada kuantitas atau kualitas ketersediaan air tanah. Lubang
bekas tambang tersebut akan menjadi kawasan tampungan air larian atau air hujan berdasarkan
struktur tanah dan topografi yang cenderung lebih rendah dan sulit untuk terserap air. Tertulis pada
pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah dijelaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus
memperhatikan peraturan yang ada dan harus sesuai dengan analisis dampak lingkungan (Amdal)
agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan, timbulnya korban jiwa
akibat bekas lubang tambang yang tidak direklamasi, dan sebagainya.

Hingga berakhirnyaizin PKP2B PT IMM pada tahun 2028, akan ada 53 lubang tambang dengan
luas 2.823,73 ha yang setara dengan 32 kali lebih besar dari luas stadion dan gedung olahraga Palaran
di Samarinda. Lahan rusak dan lubang tambang ini akan ditinggalkan. Menurut dokumen lingkungan
hidupnya, lubang tambang tersebut tak ditutup dan dibiarkan terbuka menganga begitu saja, padahal
menutup kembali lubang bekas tambang adalah salah satu upaya penting, terutama dekat pada area
perumahan. Lubang tambang yang dibiarkan menjadi tempat genangan ketika hujan turun, hal
tersebut menyebabkan kecelakaan seperti menenggelamkan seseorang. Tercatat bahwa lubang
bekas tambang yang tergenang air hujan di Kalimantan Timur telah memakan korban jiwa yaitu, 32
dari 37 merupakan anak-anak (Toumbourou et al., 2020).

Korban-korban yang diakibatkan oleh lubang tambang ini menjadi urgensi yang harus segera
dilakukan perbaikan. Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam kasus lubang bekas tambang vyaitu,
pelanggaran hak hidup, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak atas rasa aman, dan hak
anak (Qurbani & Rafigi, 2022). Tragedi berulang yang menewaskan ratusan anak-anak akibat
tenggelam bukanlah sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban
utamanya untuk melindungi nyawa warganya. Masalah ini harus dipandang sebagai krisis
multidimensi yang memerlukan tindakan tegas, sistematis, dan berkelanjutan. Kelambanan dalam
menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan memulihkan lahan akan semakin memperparah
dampak kemanusiaan, sosial, dan lingkungan, serta mencoreng martabat bangsa yang konstitusinya
menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertambangan batubara, khususnya yang menggunakan metode tambang terbuka (open pit
mining), cenderung menimbulkan dampak lingkungan yang paling luas dan berat dibanding jenis
tambang lainnya. Kegiatan penggalian lapisan tanah dan batuan penutup untuk mengekspos
batubara menyebabkan perubahan bentang alam secara drastis (Afrianti & Purwoko, 2020).
Pengelolaan pertambangan yang tidak benar akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Lubang-
lubang bekas tambang dengan air asamnya merupakan kerugian yang nyata bagi lingkungan
(Syaifulloh, 2021). Pembuangan air limbah tambang yang tidak terkelola dapat menyebabkan
pencemaran badan air di sekitarnya, ditandai antara lain dengan meningkatnya konsentrasi logam
berat dan penurunan pH air yang membahayakan biota perairan. Selain pencemaran air, operasi
tambang batubara juga menimbulkan pencemaran udara (Mawardi et al., 2025).

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara Indonesia harus
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan kebijakan dan regulasi. Permasalahan
lubang tambang ini bisa dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua.
Sebagai sila pertama, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan bagi pemahaman tentang
kehidupan yang berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan serta menjadi sumber moral dan
etika yang kuat. Hal ini menjadi pondasi untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan pada nilai-
nilai keagamaan, yang memiliki jiwa yang berkembang dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan
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karakter bangsa Indonesia (Siahaan & Ndona, 2024). Keberadaan lubang bekas tambang yang
dibiarkan terbuka tanpa adanya reklamasi menunjukkan adanya pengabaian terhadap nilai
penghormatan terhadap kehidupan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kehidupan manusia sebagai bentuk
penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

Selanjutnya adalah sila kedua yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab
kepada manusia, termasuk perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan masyarakat. Hak asasi
manusia menurut sila kedua adalah sikap kesadaran timbal balik terhadap persamaan diri sendiri
serta hak dan kewajiban orang lain. Sikap yang tidak membedakan kelas sosial, gender, suku, ras,
agama, atau kepercayaan akan muncul dari sikap saling menerima kesetaraan ini. Orang yang
menganut pola pikir ini akan menghormati, mencintai, dan menahan diri untuk tidak melecehkan satu
sama lain. Pola pikir ini berpotensi meruntuhkan struktur dominan dalam interaksi sosial (Prasetya et
al., 2024).

Dengan demikian, insiden lubang bekas tambang yang mengakibatkan kehilangan nyawa, terutama
di kalangan anak-anak, tidak hanya sekadar masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan isu
moral dan kemanusiaan yang sangat relevan dengan nilai-nilai mulia Pancasila. Reklamasi tambang
adalah wujud nyata dari pelaksanaan Sila Pertama dan Kedua Pancasila dalam kebijakan publik dan
tindakan nyata, yaitu melindungi kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan sekaligus mengedepankan
prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai
metode utama pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang relevan,
termasuk jurnal akademis, buku, dan sumber berita yang berkaitan dengan Pancasila, HAM, dan
lubang tambang. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam
tentang isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan lubang tambang serta interaksi mereka dengan
ideologi negara. Penulis menganalisis berbagai sumber digital melalui berita dan jurnal penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan metode penelitian ini digunakan penulis dengan
tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Pancasila dalam permasalahan lubang tambang serta
praktiknya di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode pengambilan data dengan cara pengamatan pada
objek atau subjek tertentu. Penelitian ini mencari sumber-sumber referensi dengan teknik
pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur, seperti buku-buku, penelitian
terdahulu, maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini. Metode deskriptif adalah metode
penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu objek yang sedang diteliti. Fokus utama
dalam metode ini adalah menjabarkan objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penambangan batubara di Indonesia memang berperan besar dalam mendukung
perekonomian nasional, tetapi aktivitas tersebut juga meninggalkan persoalan serius berupa lubang
bekas tambang yang tersebar luas di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi
Tambang (JATAM), hingga tahun 2020 tercatat 3.092 lubang tambang terbuka yang masih menganga.
Dari total tersebut, Kalimantan Timur menempati posisi teratas dengan jumlah 1.754 lubang, diikuti
oleh Kalimantan Selatan sebanyak 814 lubang. Adapun Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan
masing-masing memiliki 163 lubang, sedangkan di Provinsi Jambi ditemukan 59 lubang tambang.
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Ribuan lubang tambang yang belum direklamasi ini menyebabkan kerusakan lingkungan dalam

skala besar, seperti pencemaran sumber air, degradasi lahan, dan terganggunya keseimbangan

ekosistem. Penelitian JATAM menunjukkan bahwa beberapa lokasi bekas tambang menghasilkan air

yang terkontaminasi logam berat, antara lain mangan, aluminium, besi, serta senyawa asam tambang

dengan kadar yang melebihi standar baku mutu. Kondisi ini tidak hanya mengancam kualitas tanah

dan air, tetapi juga berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan masyarakat setempat,
bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan (Pratama et al., 2023).

Kegiatan reklamasi pascatambang di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi
nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menegaskan bahwa setiap
perusahaan tambang wajib melaksanakan reklamasi setelah kegiatan penambangan berakhir.
Ketentuan ini diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengenai
Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang
pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Selain itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827
K/30/MEM/2018 menetapkan pedoman teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan reklamasi
(Nugroho & Yassir, 2017).

Meskipun instrumen hukum telah disusun secara komprehensif, penerapannya di lapangan
masih menemui banyak hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 40% dari 3.500 pemegang
izin usaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi secara memadai. Kondisi ini mencerminkan
lemahnya mekanisme pengawasan, kurang tegasnya penegakan hukum, serta adanya celah regulasi
yang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban Kelalaian dalam
melaksanakan reklamasi membawa dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Lubang-
lubang bekas tambang yang tidak dipulinkan dapat memicu kerusakan ekologis, seperti erosi tanah,
banjir, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, banyak warga kehilangan
akses terhadap lahan produktif, yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan penurunan
kesejahteraan (Pattynama, 2025).

Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah dana jaminan reklamasi. Peraturan mewajibkan
perusahaan menyetor dana tersebut sebelum memulai operasi tambang untuk memastikan kegiatan
pemulihan lingkungan tetap berjalan. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa
pengelolaannya sering tidak transparan, bahkan jumlah yang disetorkan kerap tidak cukup untuk
menutup biaya reklamasi sesuai kebutuhan (Pattynama, 2025). Berbagai kajian merekomendasikan
langkah perbaikan, di antaranya peningkatan efektivitas pengawasan pemerintah melalui
penggunaan teknologi seperti citra satelit dan drone, penerapan sanksi hukum yang lebih tegas agar
menimbulkan efek jera, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan reklamasi.
Strategi tersebut diharapkan mampu menutup celah lemahnya implementasi hukum dan
memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan (Nugroho
& Yassir, 2017).

Sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan bahwa hidup manusia memiliki
nilai yang tinggi karena merupakan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, keselamatan jiwa tidak bisa
dipandang sebagai sekadar tanggung jawab teknis semata, melainkan juga sebagai bentuk
penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Ketika lubang tambang dibiarkan terbuka dan
membahayakan nyawa manusia, maka hal tersebut mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai
spiritual yang menjunjung tinggi kehidupan. Dalam kerangka ini, menjaga keselamatan kerja di
lingkungan tambang merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai ketuhanan dalam aktivitas
industri (Lecia et al., 2025).

Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengamanatkan perlakuan yang adil dan
manusiawi terhadap setiap individu, termasuk dalam konteks hubungan kerja dan perlindungan
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sosial. Setiap pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah tambang memiliki hak untuk hidup dalam
lingkungan yang aman dan terlindungi. Ketika perlindungan terhadap keselamatan jiwa diabaikan,
seperti dengan membiarkan lubang tambang tidak ditutup atau tanpa tanda peringatan, hal itu
menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan keberadaban belum sepenuhnya diterapkan. Pengabaian
terhadap hak dasar atas keselamatan merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap
nilai kemanusiaan (Zuchri & Erwandi, 2023).

Pertambangan di Indonesia tidak hanya menghadirkan persoalan lingkungan, tetapi juga
menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal. Penelitian mengenai industri nikel
menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mengusung narasi “ekonomi hijau” untuk mendukung
transisi energi, praktik tambang justru memunculkan berbagai masalah sosial-ekologis. Aktivitas
penambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, misalnya, mengakibatkan deforestasi,
pencemaran air, serta degradasi ekosistem pesisir yang berdampak langsung pada mata pencaharian
tradisional dan kesehatan masyarakat. Lebih jauh, masyarakat lokal seringkali kehilangan akses
terhadap lahan, hak partisipasi politik, serta ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka, karena
suara mereka tersingkir dalam narasi pembangunan nasional yang dikendalikan oleh kepentingan
negara dan korporasi (Syahputra et al., 2025).

Penelitian mengenai tambang emas PT Freeport di Papua memperlihatkan adanya
ketidakadilan antara besarnya keuntungan perusahaan dan kondisi masyarakat adat. Kegiatan
pertambangan menimbulkan pencemaran sungai serta kerusakan ekosistem pesisir yang
mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan diri pada alam. Selain itu, masyarakat
Papua sering tersisin dari proses pengambilan keputusan, karena kepentingan oligarki lebih
diprioritaskan melalui kepemilikan saham dan kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung
perusahaan.

Sektor pertambangan di Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, meskipun disertai sejumlah risiko
jangka panjang. Penelitian mengenai investasi nikel yang didominasi modal asing, khususnya dari
China, menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan devisa negara, memperluas
kesempatan kerja, serta mempercepat proses industrialisasi melalui hilirisasi. Nilai ekspor produk
nikel bahkan meningkat tajam dari sekitar USD 4 miliar pada 2017 menjadi USD 33,81 miliar pada
2022. Kendati demikian, sebagian besar keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak asing,
sementara Indonesia menghadapi kerentanan akibat ketergantungan yang terlalu besar pada
investasi luar negeri yang dapat menghambat kemandirian ekonomi (Simatupang & Wulandari,
2024).

Temuan serupa terlihat dalam kajian mengenai tambang batubara di Tanjung Enim, Sumatera
Selatan. Aktivitas tambang di wilayah tersebut terbukti menyumbang signifikan terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menyediakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat setempat, baik secara langsung di sektor tambang maupun pada sektor
penunjang. Akan tetapi, ketergantungan ekonomi daerah pada harga batubara global membuat
struktur ekonomi sangat rentan. Ketika harga batubara menurun atau kegiatan penambangan
berhenti, masyarakat lokal menghadapi peningkatan pengangguran dan melemahnya kesejahteraan.
Hal ini memperlihatkan bahwa pertambangan memang dapat menjadi motor pertumbuhan jangka
pendek, tetapi tanpa strategi diversifikasi ekonomi, keberlanjutannya akan menghadapi tantangan
serius.

Sektor pertambangan dikenal sebagai salah satu bidang pekerjaan dengan risiko kecelakaan
paling tinggi, baik yang mengancam keselamatan fisik maupun kondisi psikologis pekerja. Insiden
kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada mental pekerja,
misalnya timbulnya rasa takut, kecemasan, hingga stres akibat ancaman bahaya yang terus menerus
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mereka hadapi. Laporan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 menunjukkan lebih dari 360 ribu kasus
kecelakaan kerja di Indonesia, dengan pertambangan termasuk sektor yang paling rawan karena
melibatkan alat berat, kondisi lingkungan ekstrem, serta potensi bencana seperti longsor dan
ledakan. Situasi tersebut secara langsung menekan psikologis pekerja, sebab setiap aktivitas tambang
selalu berhadapan dengan risiko kehilangan nyawa.

Lubang tambang vyang dibiarkan tanpa reklamasi sebenarnya menunjukkan bahwa
pembangunan vyang dilakukan belum berkelanjutan dan mengabaikan keselamatan manusia.
Kegiatan tambang yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Nyawa manusia sebagai
anugerah Tuhan seharusnya dihargai dan dilindungi, sehingga tidak semestinya dibiarkan terancam
oleh lubang-lubang bekas tambang yang berbahaya (Hasmi, 2023). Mengabaikan keselamatan
masyarakat berarti mengesampingkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.
Tanggung jawab perusahaan tambang tidak berhenti pada saat pengambilan sumber daya, melainkan
harus dilanjutkan dengan memastikan lingkungan pascatambang aman bagi warga sekitar (Asparita
et al, 2021).

Dari sisi kelembagaan, pengawasan yang lemah dari negara dan perusahaan menunjukkan
bahwa sistem hukum yang berlaku di bidang pertambangan kurang efektif. Walaupun ada aturan
tentang reklamasi, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari baik. Penegakan hukum lebih sering
fokus pada pemberian sanksi administratif atau pidana, sementara usaha untuk memulihkan
lingkungan sering terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali (Sonda et al., 2025). Kondisi ini
memperlihatkan bahwa hukum lebih memihak pada kepentingan negara dan perusahaan, bukan
pada masyarakat sekitar tambang yang paling merasakan dampak kerusakan (Pambudi et al., 2023).
Hal ini menandakan bahwa perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat belum menjadi
fokus utama dalam pelaksanaan hukum.

Dampak jangka panjang dari kelalaian reklamasi lahan pascatambang tidak bisa dianggap
sepele. Penyelidikan lingkungan menunjukkan bahwa lahan bekas tambang yang dibiarkan tanpa
pengelolaan akan mengalami kerusakan serius, seperti tanah yang kehilangan kesuburannya,
pencemaran air, serta ketidakstabilan struktur lahan (Prihatnanto et al., 2024). Selain itu, lubang-
lubang bekas tambang yang terisi air berpotensi menjadi sumber pencemaran logam berat, seperti
kadmium dan timbal, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar (Hidayad et al,,
2024). Kerusakan yang terjadi ini memerlukan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki, sehingga
generasi mendatang harus menanggung dampak akibat kelalaian yang terjadi saat ini (Guo et al.,
2024).

Lebih jauh lagi, dampak sosial dan ekonomi dari kelalaian reklamasi sangat terasa oleh
masyarakat sekitar. Hasil kajian menunjukkan bahwa jika lubang bekas tambang tidak direklamasi,
masyarakat kehilangan lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bertani atau menjalankan
kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini membuat kesejahteraan warga setempat menurun karena mereka
harus menanggung risiko lingkungan tanpa mendapatkan keuntungan yang sepadan dari aktivitas
pertambangan (Pambudi et al., 2023). Akibatnya, muncul ketidakadilan yang sistemik, di mana
perusahaan tambang memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat lokal harus
menanggung kerusakan lingkungan dan menghadapi ancaman keselamatan yang serius (Hidayad et
al., 2024).

Permasalahan lubang tambang yang berbahaya dapat diatasi dengan memperkuat penegakan
reklamasi pascatambang. Reklamasi tidak cukup hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif,
melainkan harus benar-benar dijalankan dan diawasi pemerintah agar lubang tambang tidak lagi
menelan korban jiwa. Reklamasi yang dilakukan dengan baik mampu mengembalikan fungsi tanah,
menekan potensi pencemaran, serta menjadikan kawasan pascatambang lebih aman (Prihatnanto et
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al., 2024). Selain langkah teknis, regulasi dan pengawasan hukum juga perlu diperkuat. Lemahnya
implementasi peraturan reklamasi di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan
efektif. Oleh sebab itu, hukum harus diarahkan pada pemulihan lingkungan secara nyata, bukan
sebatas pemberian sanksi administratif atau pidana (Sonda et al., 2025). Perlindungan hukum juga
seharusnya lebih menekankan keselamatan masyarakat dibanding kepentingan ekonomi semata.

Solusi lain adalah penerapan reklamasi adaptif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Keterlibatan warga akan membuat reklamasi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, baik melalui
pemanfaatan untuk pertanian, perikanan, maupun fungsi sosial lainnya. Dengan demikian, reklamasi
tidak hanya berfokus pada pemulihan ekologi, tetapi juga memberi dampak positif secara langsung
bagi kesejahteraan masyarakat (Nuraga et al., 2025).

Tanggung jawab sosial perusahaan tambang juga harus ditegakkan. Program CSR tidak boleh
berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada program yang berkelanjutan
untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setelah tambang berhenti beroperasi
(Pambudi et al., 2023). Komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reklamasi (Asparita et al., 2021). Aspek keadilan sosial
tidak kalah penting untuk diwujudkan dalam praktik reklamasi. Masyarakat tidak seharusnya hanya
menanggung risiko, tetapi juga mendapatkan manfaat dari pemulihan lahan yang dilakukan. Dengan
pembagian manfaat yang adil, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan prinsip kemanusiaan
dapat ditegakkan (Sari & Pangkung, 2020). Pemulihan lingkungan juga harus dipandang sebagai
bentuk penghargaan terhadap kehidupan manusia yang merupakan anugerah Tuhan, sehingga
keselamatan masyarakat wajib dilindungi (Hasmi, 2023).

Simpulan

Pertambangan batubara, khususnya dengan metode tambang terbuka, memberikan kontribusi
signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan, namun sekaligus menimbulkan dampak negatif yang
besar bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah keberadaan lubang bekas
tambang (void) yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Lubang tersebut tidak hanya menyebabkan
kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan hilangnya vegetasi, tetapi juga
menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, terutama anak-anak, serta memicu konflik
sosial, keresahan, dan ketidakadilan structural.

Kasus lubang bekas tambang mencerminkan lemahnya pengawasan negara, rendahnya
tanggung jawab perusahaan, dan kurangnya perlindungan hukum yang berpihak pada masyarakat.
Padahal, persoalan ini tidak hanya sebatas masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut pelanggaran
hak asasi manusia, moralitas, serta nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap
kehidupan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Reklamasi pascatambang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab
moral, sosial, dan hukum yang harus dijalankan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Upaya reklamasi harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan adaptif yang melibatkan
partisipasi masyarakat, memulihkan fungsi ekologis, serta membuka peluang ekonomi baru bagi
warga. Dengan demikian, reklamasi dapat menjadi solusi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa,
mengembalikan keseimbangan lingkungan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi generasi sekarang
maupun mendatang.
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